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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK 

  

A. Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi 

Riau dari  hasil  pemekaran  yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 

tahun 1999. Dengan  demikian  dalam  rangka  kelancaran  otonomi  

daerah  dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan 

pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Siak nomor 22 Tahun 2000 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 4 

September 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan 

Keuangan Daerah adalah Dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas 

dibidang Pengelola keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah 

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, 
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dan Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012. Sebagai unsur 

pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup 

perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana 

perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin seorang Kepala Dinas 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Adapun fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah 

sebagai berikut : 

   

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan kerja Dinas sesuai 

dengan visi dan misi daerah. 

2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di 

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-

bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional. 

4. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang 

pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan 

SKPD, lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan dinas Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas. 
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5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya
1
  

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagai unsur pelaksana 

pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan porsi pendapatan asli daerah terhadap APBD secara 

berkesinambungan. Sasarannya adalah Tercapainya realisasi 

pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 

2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Sasarannya adalah Terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai 

standar yang ditetapkan. 

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah 

terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang 

berkualitas. 

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuh sebagai wujud dari 

tanggung jawab dan koordinasi Badan Keuangan Daerah dalam bentuk 

visi dan misi.    

1. Visi Badan Keuangan Daerah 

    Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara 

                                                                 
1
 Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas 

Daerah Kabupaten Siak. 
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konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang 

dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ditetapkan Visi 

sebagai berikut“Terwujudnya optimalisasi pendapatan Daerah melalui 

aparat yang ramah tamah, professional dan inovatif”. 

a. Optimalisasi: Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam 

melakukan intensifikasi dan ektensifikasi. 

b. Ramah: Sikap dan prilaku yang baik dalam menyenangkan yang 

ditujukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, 

tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan 

kepada wajib pajak dan retribusi. 

c. Profesional: Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian 

(skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannnya yang 

didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Inovatif: Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi 

baru) dalam peningkatan penerimaan daerah. 

a. Misi Badan Keuangan Daerah 

    Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh 

Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna 

mewujudkan dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Siak sebagai berikut :  
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1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. 

2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi. 

3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah. 

4. Meningkatkan produktivitas pegawai. 

B. Uraian Tugas Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 

2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak, dapat dijelaskan susunan tugas pegawai atau Organisasi Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak berikut ini : 

a. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

1. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi 

ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan 

rumah tangga badan. 

2. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah. 

3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan akuntasnsi, pelaporan dan 

pertanggung jawaban keuangan daerah. 

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Investasi dan Divestasi 

Daerah. 

5. Memberi petunjuk Kepada Bawahan baik lisan maupun tertulis. 

6. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan. 
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b. Sekretaris 

 Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan membawahi 3 (tiga) Sub 

Bagian, yaitu :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian 

Keuangan, Sub Bagian Penyusunan Program. Sedangkan rincian tugas 

Sekretaris  adalah sebagai berikut: 

1. Membantu Kepala Badan di bidang tugasnya. 

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

3. Mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan Badan 

Keuangan Daerah meliputi surat menyurat, ekspedisi, 

dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, penyediaan alat-alat 

tulis kantor, penyediaan fasilitas serta administrasi perjalanan 

Badan Keuangan Daerah. 

4. Menyelenggarakan distribusi dan monitoring surat masuk dan 

surat keluar dilingkungan Badan Keuangan Daerah.
2
 

c. Bidang PAD dan Dana Perimbangan 

Bidang PAD dan Dana Perimbangan tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang 

pengelolaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 

air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi izin gangguan serta 

                                                                 
2
 Ibid 
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meliputi kegiatan pendapatan pajak daerah, penagihan pajak daerah, 

penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan angsuran, retribusi 

daerah, penagihan serta melakukan penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen perpajakan dan retribusi daerah dan membawahi 3 (tiga) 

Seksi yaitu : Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Penagihan, Seksi 

Penerimaan dan Pelaporan. 

e. Bidang PBB dan BPHTB  

  Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang 

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran 

PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 

dan melaksanakan penagihan dan pengendalian dan membawahi 3 

(tiga) Seksi yaitu : 
 

1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB; 
 

2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 
 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 

 

f. Bidang Pembiayaan 

   Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan badan yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan 

pembiayaan serta anggaran belanja langsung dan membawahi 3 (tiga) 
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Seksi yaitu: Seksi Anggaran, Seksi Belanja Daerah, Seksi 

Perbendaharaan. 

g. Bidang Aset  

  Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 

memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Dinas yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta 

pemanfaatan dan pemindahtanganan aset membawahi 3 (tiga) seksi 

yaitu  

1. Seksi Perencanaan Kebutuhan; 
 

2. Seksi Mutasi Aset dan Inventarisasi; 
 

3. Seksi Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Aset. 
 

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Bidang akuntansi dan pelaporan secara umum bertugas pokok 

membantu kepala dinas dalam memimpin, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi 

akuntansi dan pelaporan serta pengolahan data keuangan. Dalam 

melaksankaan tugas pokok sebagaimana dimaksud bidang akuntansi 

dan pelaporan, mempunyai fungsi yang terdiri dari: 

 

 



22 
 

1. Kasi akuntansi dan pelaporan 

a)  Penyusunan rencana kerja bidang, mengacu pada rencana 

strategis dinas. 

b) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas 

pelaksanaan APBD. 

c) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan 

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang 

berkaitan dengan akuntansi. 

d) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan bidang. 

e) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan 

bidang tugas dan fungsinya dalam kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

2. Kasi Pengendalian  dan Evaluasi 

Seksi pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas pokok 

membantu bidang pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan 

kebijakan pengendalian dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas 

pokok seksi. 

a) Penyusunan program kerja dan rencanaa kegiatan seksi 

pengendalian dan evaluasi. 
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b) Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya. 

c) Pelaksanaan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, 

penafsiran, peringkasan transaksi atau terjadi keuangan dalam 

pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapaan SPJ 

penerimaan fungsional, menyiapkan bahan kebijakan akuntansi 

dan pelaporan dalam rangka penerimaaan, menyiapkan laporan 

realisasi anggaran (LRA) bersama dengan seksi akuntansi dan 

pelaporan dalam rangka penggabungan laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah. 

d) Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan. 

e) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang. 

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan 

bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaaan tugas. 

3. Seksi Pengolahan Data 

Seksi pengolahan data keuangan mempunyai tugas pokok 

membantu bidang melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan 

kebijakan pengolahan data keuangan. Dalam melaksanaakan tugas 

pokok seksi pengolahan data keuangan, mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiataan seksi 
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b) Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 

petunjuk teknis serta rencana strategis sesuia lingkup tugasnya. 

c) Pelaksanaan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, 

penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan 

dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa 

kelengkapan SPJ penerimaan fungsional, menyiapkan laporan 

realisasi anggaran (LRA) bersamaa dengan seksi Subbidang 

Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah. 

d) Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan  

e) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang 

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

secara tertulis maupun lisan sesuia dengan kewenangan dan 

bidang tugas fungsinya dalam rangka kelancaaraan 

pelaksanaan tugas.
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
Ibid.  
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